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Oleh : Nur Fadla 
 Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes  Desa Koto Perambahan Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian ini bahwa prinsip-prinsip pengelolaan 
BUMDes di  tengah pandemi covid-19 belum berjalan dengan maksimal, pada prinsip 
kooperatif kurangnya kerjasama antara sesama pengelola BUMDes, pemerintah 
desa dan masyarakat desa koto perambahan dan tidak adanya partisipatif 
masyarakat terhadap usaha yang dijalankan BUMDes. Dan pada prinsip 
transparan kurangnya informasi dari pengelola BUMDes ke pemerintah 
masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan program BUMDes itu sendiri. Di 
dalam prinsip sustainabel terlihat masalah yang cukup kontradiktif antara salah 
satu program yang selama ini dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 
Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar  Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah Deskriptip kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Saran dari penelitian ini yaitu kepada pengelola Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Pekan Tua agar supaya mampu membuat program lainnya 
selain program usaha simpan pinjam dan usaha fotocopy serta penjualan alat 
tulis kantor dengan memaksimalkan potensi-potensi di desa yang tersedia 
sekarang ini seperti dibidang pertanian dan juga pengelola BUMDes kiranya 
dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat desa agar dengan dana yang 
diberikan melalui BUMDes ini bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan 
mereka dan bisa lebih aktif lagi dalam melakukan pengembalian pokok dan 
bunga pinjam demi menjaga kelangsungan badan usaha. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh 
kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang 
tercantum pada pembukaan UUD 1945. Desa merupakan agen pemerintah yang 
paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat 
desa berkenaan lansung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah 
membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan 
masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha 
pedesaan, ketersedian sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, 
membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan 
pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan 
ekonomi pedesaan.  
 Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya 
sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut 
juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya 
otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan - kewenangan baik dalam 






 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui 
PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai 
wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu 
tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada pastisipasi masyarakat 
dalam mendorong terbangunnya pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan 
mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Berlakunya 
regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal 
tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola 
yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan 
perekonomian desa yang menghidupi. 
 Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Tentang 
Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik 
Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara 
kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi 
masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola 





menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa 
disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes antara lain untuk 
meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai 
kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa. Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama 
dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum 
membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.  
 Pada awal tahun 2020, dunia di kagetkan dengan munculnya pandemic virus 
corona atau covid 19 yang menyerang secara global di Negara seluruh dunia 
termasuk Indonesia yang mengakibatkan banyak hal negative seperti lumpuhnya 
kehidupan social, politik dan ekonomi sebuah wilayah. Di Indonesia dampak 
pandemic covid 19 bukan hanya dirasakan pada tingkat kota besar namun 
dampaknya hingga ke desa-desa. Dampak yang paling parah dirasakan 
kebanyakan masyarakat, termasuk masyarakat desa adalah dampak penurunan 
ekonomi, diakibatkan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB), aktivitas 
manusia dari satu daerah ke daerah yang lain demi mencegah penyebaran virus. 
Tentunya hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa secara umum, 
terutama masyarakat desa koto perambahan yang mengandalkan pekerjaan 
pendapatan harian/ mingguan, selain itu juga dampak pandemic ini adalah 
terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga mengharuskan mereka yang 





 Salah satu BUMDes yang ada dikabupaten kampar yang terkena dampak 
pandemi covid-19 yaitu BUMDes Pekan Tua. BUMDes Pekan Tua ini berada di 
Desa Koto Perambahan kec.Kampa Kab. Kampar yang merupakan salah satu 
BUMDes yang bergerak dibidang usaha simpan-pinjam dan Fotocopy serta 
penjualan ATK . Dengan peraturan desa Nomor 09 Tahun 2016 yang mulai 
beroperasi pada Tahun 2018.  
 Dimasa pandemi covid-19 kegiatan operasional BUMDes tidak berjalan 
dengan baik, dengan diliburkannya sekolah-sekolah dan Kerja Kantoran, sangat 
berdampak pada BUMDes yang ada di desa koto perambahan yang membuka 
usaha dibidang fotocopy dan penjualan alat tulis kantor dan mengakibatkan 
pendapatan BUMDes pertahun semakin menurun.  
Tabel 1.1  pendapatan pertahun BUMDes pekan Tua desa koto perambahan 
kec.kampa kab. Kampar 
No  Tahun  hasil 
Pendapatan 
Uang keluar (gaji pegawai+sewa 
ruko+bayar listrik) 
Keuntungan 
1 2018 30.000.0000 12.000.000+5.000.000+1.470.000 
=18.470.000 
Rp. 11.530.000 
2 2019 27.000.000 12.000.000+5.000.000+1.470.000 
= 18.470.000 
Rp. 8.530.000 
3 2020 15.000.000 6.000.0000+5.000.000+1.470.000= 
12.470.000 
Rp. 2.530.000 
Sumber : BUMDes pekan Tuah 2020 
 dari tabel 1.3 jumlah hasil pendapatan, uang keluar dan keuntungan dapat 





(gaji pegawai , sewa ruko dan bayar listrik) pertahun sebesar  18.470.000 jadi 
keuntungan yang didapat pertahun sebesar 11.530.000.  kemudian pada tahun 
2019 hasil pendapatan sebesar 27.000.000. uang keluar (gaji pegawai, sewa ruko 
dan bayar listrik) pertahun sebesar 18.470.000 dan keuntungan yang didapatkan 
pertahun sebesar 8.530.000. dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi 
penurunan drastis akibat dampak dari covid-19 dengan di liburkan nya sekolah-
sekolah maka omset yang didapatkan perbulan tidak begitu besar, akibatnya gaji 
pegawai hanya bisa digaji setengah dari biasanya. hasil pendapatan sebesar 
15.000.000, uang keluar (gaji pegawai, sewa ruko dan bayar listrik) pertahun 
sebesar 12.470.000 dan keuntungan yang didapatkan pertahun sebesar 2.530.000 
di BUMDes Pekan Tuah Desa Koto perambahan kec.kampa kab. Kampar.   
 Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa di desa koto perambahan 
peneliti menemukan beberapa fenomena menyangkut masalah yang dihadapi 
BUMDes Pekan Tua yaitu: 
1. Tidak semua BUMDes di desa berpengalaman dalam manajemen bisnis 
usaha dagang dan usaha lainnya secara teknik agar dapat menghasilkan 
pendapatan perhari maupun perminggu dan perbulannya. Seperti halnya 
yang dirasakan oleh BUMDes Pekan Tua pendapatan BUMDes pertahun 
semakin menurun karena manajemen pengelolaannya kurang maksimal. 
2. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga 
diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. 
Didalam pengelolaan BUMDes Pekan Tua peneliti melihat bahwa 





perekrutan, syarat minimalnya hanya tamat SMA sederajat, dan tidak 
harus berpengalaman di dalam manajemen bisnis. Sehingga hal ini 
nantinya akan berpengaruh pada kinerja pegawai yang tidak ahli didalam 
manajemen bisnis. 
3. bidang usaha BUMDes pun juga tidak sesuai dengan potensi unggulan 
desa. terlihat masalah yang cukup kontradiktif antara salah satu program 
yang selama ini dijalankan dengan pekerjaan sebagian masyarakat desa 
yang berprofesi sebagai petani. Sehingga masyarakat berharap ada 
perbaikan program BUMDes yang lebih menunjang kebutuhan pertanian 
masyarakat desa koto perambahan 
4. Belum optimalnya program sosialisasi BUMDes. Padahal jika lebih 
dikelola dengan baik lagi, tentunya masyarakat sekitar dan masyarakat 
luar akan mengetahui keberadaan BUMDes dan tertarik untuk 
berkunjung yang kemudian mereka melakukan transaksi sesuai dengan 
kebutuhannya.  
 berdasarkan hasil observasi awal ada beberapa program BUMDes yang 
tekendala yaitu kurangnya kerjasama antara sesama pengelola BUMDes, 
pemerintah desa dan masyarakat desa koto perambahan dan tidak adanya 
partisipatif masyarakat terhadap usaha yang dijalankan BUMDes. Dan pada 
prinsip transparan kurangnya informasi dari pengelola BUMDes ke pemerintah 
masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan program BUMDes itu sendiri. 
sehingga terjadi kesalapahaman antara pengelola BUMDes dengan masyarakat. Di 





satu program yang selama ini dijalankan dengan pekerjaan sebagian masyarakat 
desa yang berprofesi sebagai petani. Sehingga masyarakat berharap ada perbaikan 
program BUMDes yang lebih menunjang kebutuhan pertanian masyarakat desa 
koto perambahan 
 Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut, diatas 
mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program 
BUMDes di desa koto perambahan ini dikabupaten kampar. Oleh karena itu 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prinsip-Prinsip 
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di tengah Pandemi Covid-
19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang di atas maka ditetapkanlah rumusan masalah 
sebagai berikut, yaitu: 
1. Bagaimana Prinsip-Prinsip pengelolan BUMDes di tengah pandemi 
covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar 
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di dalam 
pengelolaan BUMDes selama Covid-19  di Desa Koto Perambahan 







1.3 Tujuan Penelitian 
1. Menjelaskan tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes di tengah 
pandemi covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar 
2. Menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi di 
BUMDes di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar 
1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari pnelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis  
 Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan serta 
memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan 
Ilmu Administrasi Publik dalam bidaang Pemerintahan Desa melalui 
Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Koto Perambahan, 
hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan hasil-hasil 
temuan dalam proses pengembangan BUMDes, sehingga dalam 
pengembangan selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi agar 
BUMDes Desa Koto Perambahan dapat lebih optimal dalam 
melaksanakan program usahanya. 
b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau badan 





mengembangkan BUMDes sesuai dengan potensi yang ada di desa 
sebagai sarana untuk memajukan desa. 
1.5 Batasan Penelitian 
 Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkup maka 
dikemukakan btasan penelitian sebagai berikut : 
1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pengelolaan BUMdes 
2. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Koto Perambahan Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar. 
1.6 Sistematika Penulisan  
 Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 
bab dan sub bab lainnya, meliputi: 
BAB I :   PENDAHULUAN  
    Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan  
    masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika  
    penulisan 
BAB II :   LANDASAN TEORI  
    Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan  
    permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis  
    yaitu mengenai teori-teori tentang pengelolaan BUMDes  
BAB III :   METODE PENELITIAN 
    Bab ini menjelaksan tentang lokasi penelitian, jenis dan    
    sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan  





BAB IV :            GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
    Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek  
    penelitian berupa gambaran umum, gambaran umum  
    penelitian meliputi sejarah, profil, visi dan misi BUMDes 
    Desa Koto Perambahan 
BAB V :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
    Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan  
    pembahasan yang peneliti lakukan di kantor Desa Koto  
    Perambahan 
BAB VI :   PENUTUP 
    Pada bab ini berisikan penutup dari berbagai permasalahn  
    di atas maka pada bab ini penyajian kesimpulan data dan  









  LANDASAN TEORI 
2.1 Pemerintah Desa 
  Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat. Pemerintah desa 
adalah central authorithy (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai 
administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat dan administrator 
pebangunan dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap 
keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. 
Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah 
pemilihan kepala desa (pilkades). 
  Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa, seseorang kepala 
desa menjabat selama 6 tahun untuk 1 kali masa jabatan dan dapat dipilih 
kembali maksimal tiga kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala 
desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desa nya. 
  Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat 
mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dlam setiap pengambilan 
keputusan. Kepala desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan 
suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan 
keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan 
kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. 
  Landasan Hukum Pemerintah Desa  





 2) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 
undang-undang nomor 6 tahun 2014 
 3) peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentag perubahan atas peraturan 
pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-
undang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
  Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa 
yang terdiri dari: 
 a) unsur pimpinan 
 b) unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas 
1) Sekretaris desa, unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris 
desa 
2) unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang 
melaksanakan urusan teknis yaitu dilapangan seperti urusan pengairan, 
keagamaan dan lain-lain 
3) unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya 
seperti kepala desa.  
2.1.1 Otonomi Desa 
Otonomi yang dimiliki bagi desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki 
oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten/ kota. Otonomi yang dimiliki desa 
adalah berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatnya, bukan berdasarkan penerahan 
wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan pemberiang ruang gerak 
bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai 





Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan  daerah pasal 1 butir (12). Dalam UU itu dijelaskan tentang 
defenisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud 
dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Basis pemikiran dalam 
pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi 
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. 
Pengertian desa menurut Widjaja (2012:3) merupakan suatu kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul 
bersifat istimewa. Widjaja (2012:165) mengatakan otonomi desa merupakan 
otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari 
pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan, baik UU No. 32 Tahun 2004 maupun 
PP No. 72 Tahun 2005 itu memang mengamanatkan desentralisasi kekuasaan bagi 
pemerintah desa. Yang terbaru dikeluarkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa 
semakin menguatkannya konteks otonomi desa yang ditujukan kepada desa 
diseluruh indonesia dan berlaku secara secara nasional. Selain itu, pemerintah 
juga mengakui otonomi desa yang sudah terdapat sejak dulu berdirinya suatu desa 
karena berdasarkan hak asal-usul. Yang mana dalam UU No. 6 Tahun 2014 
tentang desa pasal 1 disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut deangan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 





perakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradiosional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
mempunyai berbagai tujuan yang salah satunya tercantum dalam pasl 4 butir (h) 
yaitu untuk memajukan perkonomian masyarakat desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional. Kemudian dalam Bab X pasal 87 ayat (1) 
berbunyi : “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut 
BUMDes” . hal ini menjadikan otonomi desa juga mengatur urusan ekonomi desa 
dengan membentuk lembaga ekonomi desa yang bernama Badan Usaha Milik 
Desa. 
 
2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  
 BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu: 
1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes  
2. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong  
3. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum.  
 Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh 
kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau 
kerja sama antar desa. Didalam pasal 3 permendesa Nomor 4 Tahun 2015 





a. Meningkatkan perekonomian desa 
b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa 
c. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan     
kebutuhan layanan umum warga  
d. Membuka lapangan kerja  
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa  
f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.  
 Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan 
perwujudan dari pengelolaan ekonomi produkif desa yang dilakukan dengan 
semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat menjalankan usaha 
dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Oleh karena itu, agar BUMDes dapat berjalan sebagaimana 
mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut 
dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.  
 BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat Indonesia yang ada didesa. Untuk mencapai tujuan 
BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif 
dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang 
dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak 
memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling 
dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Artinya terdapat mekanisme 
kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan 






Lima  tujuan utama pendirian BUMDes adalah: 
a. Meningkatkan perekonomian desa 
b. Meningkatkan pendapatan asli desa 
c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan    
 masyarakat 
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan 
e. pemerataan ekonomi pedesaan 
 
2.3  Pengelolaan BUMDes 
 Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu 
“manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan 
Zain bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan 
suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. 
Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, 
istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen” atau 
“menejemen (surachim 2009:14). Marry Parker Follet mendefinisikan 
pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait 
dengan pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga 
faktor yang terlibat : 
a. adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia 





b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengimplementasian, hingga pengendalian, dan pengawasan. 
c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan (Saefullah 2009:56).  
 M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan 
(manajemen) mengandung tiga pengetian, yaitu : pertama, manajemen sebagai 
suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan 
aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) 
dan sebagi suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajmen sebagai 
suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa 
manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan 
tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, 
manjemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. 
Dan menerut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu 
adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, 
dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang 
sudah ditetapkan terlebih dahulu.(Manullang 2010 :15-17) 
2.3.1. pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)  
 Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2007), pengelolaan 
BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, 
emansipatif, mtransparansi, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme 
member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. 





akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-anm, termasuk ciri sosial-budaya 
masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.  
 BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan 
menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari 
masyrakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan 
BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah 
kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak 
ketiga, sesuai perauran perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai 
BUMDes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah (perda). 
 BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan 
direalisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha 
produktif terutama bagi kelompok miskindi pedesaan, mengurangi praktek ijon 
(rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan 
menigkatkan pendapatan desa. 
 Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat 
membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong 
pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, 
diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada 









2.3.2. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
 Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting 
untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh 
pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan 
masyarakat. Menurut Kamaroesid (2016:20) terdapat 6 (enam) prinsip dalam 
mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: 
a. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu 
melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup 
usahanya. 
b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia 
secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat 
mendorong kemajuan usaha BUMDes. 
c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus 
diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 
d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat 
umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan 
mudah dan terbuka. 
e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan 
secara teknis maupun administratif. 
f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan 
oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. 
 Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses 





akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran 
desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang 
cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika ini berlaku 
sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang 
penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama 
(cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan 
masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya 
pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. 
 
2.4. Corona Virus Disease (Covid 19) Dan New Normal 
 Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 
mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang 
diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti 
Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis 
baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab 
COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. 
 Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). 
Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet 
cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi 
sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda 





seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan 
masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat 
menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan 
kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar 
kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan 
hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. 
 Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke 
manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling 
berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien 
COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID- 19. Rekomendasi standar 
untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, 
menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan 
ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang 
menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, 
menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas 
kesehatan terutama unit gawat darurat.  
 Pada perkembangan selanjutnya masalah Covid-19 ini meluas menjadi 
masalah kemanusiaan yaang berdampak pada ekonomi, sosial dan perubahan pola 
hubungan di masyarakat. Dampak yang paling terasa dengan kebijakan 
pembatasan pergerakan masyarakat adalah terbatasnya aktivitas eonomi. Badai 
krisis Covid-19 masih berjalan namun kehidupan sosial dan ekonomi manusia 
sudah tidak bisa dibendung lagi, sehingga setelah moment idul fitri 2020 





ekonomi dan industri. Ungkapan new normal pertama kali muncul dibidang 
bisnis, digunakan untuk menguatkan keyakinan para pelaku bisnis bahwa 
ekonomi industri akan kembali normal setelah resesi (El-Erian,2010). Istilah ini 
kemudian digunakan dalam konteks yhang berbeda untuk mengartikan bahwa 
sesuatu yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal akan 
menjadi sebuah kebiasaan yang normal. Dalam konteks Covid-19, New Normal 
digambarkan sebagai keadaanyaa peristiwa pandemi Covid-19. 
 Dalam penetepan New Normal ini, pemerintah memiliki acuan 
pemberlakuan jika kurva positif kasus Covid-19 sudah melandai artinya jumlah 
kasus cenderung mengalami penurunan, atau kurva yang menggambarkan tingkat 
kesembuhan masyarakat yang terkena Covid-19 mengalami peningkatan. 
Penerapan tatanan New Normal ini berlaku untuk semua manusia, pada tingka 
individual, kelompok dan masyarakat. Dampak Covid-19 tidak hanya 
mempengaruhi ekonomi namun juga kesehatan bahkan nyawa manusia, maka 
untuk menjaga kelangsungan hidup manusia diharapkan bisa hidup berdampingan 
dan berdamai dengan Covid-19. Artinya perilaku produktif manusia dan 
organisasi harus tetap dilakukan, namun harus menyesuaikan dan mematuhi 
protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti penggunaan masker, social 
distancing, sering mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh ditempat-tempat 








2.5 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan BUMDes 
 Hidup sejahtera adalah impian setiap manusia, dan kebahagian adalah hak 
setiap manusia. Dalam islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah 
ibadah. Oleh karena itu peningkatan pendapatan sangat diajurkan oleh agama 
sebagai upaya terhidar dari kemiskinan. Qs. Ar-Ra’d : 11  
                     
Artinya :“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sampai 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”  
 
 Ayat ini menjelaskan bahwa ada kewajiban tersendiri bagi kita untuk 
merubah keadaan hidup. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba 
hamba-Nya mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah 
menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. Allah 
menganugerahkan kekayaan yang ada dimuka bumi untuk kita manfaatkan dalam 
memenuhi kebutuhan. Maka dari itu kita berkewajiban berusaha meningkatkan 
taraf hidup kita sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. 
Berbicara tentang BUMDes , kontribusi Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat. BUMDes 
merupakan badan yang memiliki wewenang sabagai penggerak ekonomi 
masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola bersama masyarakat. Melalui 
upaya tersebut, kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha 
dagang, pertanian, pariwisata, dan sebagainya. Keadaan ini sangat dianjurkan 
agama karena BUMDes telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada 





 seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah : 2 
                         
Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya.” 
 
Disinilah BUMDes memiliki peran penting sebagai usaha untuk 
mensejahterakan masyarakat. Membantu masyarakat memobilisi dan memanfaat 
segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kondisi 
ekonomi masyarakat itu sendiri. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam 
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 
dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu 
yang relevan dengan penelitian ini: 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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Kecamatan Kampa  
 
Tabel diatas menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terdapat beberapa perbedaan penelitian 
terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pertama, penelitian 
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indikator yang memiliki kinerja buruk tetapi tingkat kepentingan tinggi sehingga 
diperlukan fokus dalam peningkatan indikator ini antara lain sarana prasarana 
baik, inovasi terhadap produksi yang dihasilkan, mengembangkan jaringan 
distribusi produk, melakukan pelatihan SDM secara berkala dan memiliki budaya 
organisasi dengan  perbedaan yang terdapat kedua penelitian yaitu perbedaan 
yang terdapat kedua penelitian yaitu pada jurnal Emma Rahmawati membahas 
judul penelitian Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 
Kabupaten Bandung Barat sedangkan penulis membahas judul penelitian 
pengelolaan BUMDes di masa pandemi covid-19.  Kedua, penelitian yang 
dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto, dkk membahas mengenai 
Pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) dengan hasil penelitian bahwa kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara 
sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu 
meningkatkan perekonomian desa, dengan perbedaan pada pada Jurnal Edy Yusuf 
Agunggunanto meneliti  tentang usaha simpan pinajam, pengelolaan air bersih 
(PAM), bank sampah, budidaya ternak kambing, perdagangan produk hasil olahan 
sedangkan penulis hanya membahas usaha fotocopy serta penjualan ATK dan 
usaha simpan pinjam. Ketiga, penelitian yang dilakukan  Hanny Purnamasari, dkk 
 membahas mengenai dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemerintah desa warungbambu dan masyarakat desa kekurangan SDM yang 
mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan dengan perbedaan Pada Pada 
jurnal Hanny Purnamasari, dkk. melakukan penelitian di Desa WarungBambu 





penelitian di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kab. Kampar. Keempat 
Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Al Mubaraq, dkk. Membahas 
mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan 
masyarakat di desa terapung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan 
masyarakat di desa terapung secara umum sudah maksimal, dengan perbedaan 
Pada jurnal Abdul Waid Al Mubaraq hasil penelitiannya menunjukkan sudah 
maksimal sedangkan pada skripsi penulis hasil penelitian menunjukkan belum 
maksimal prinsip-prinsip pada pengelolaan BUMDes dimasa Pandemi. Kelima, 
penelitan yang dilakukan oleh Eva Susanti, Aprilia Lestari yang membahas 
mengenai Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeeropa 
dengan hasil pembahasan Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes)Aeeropa belum berjalan dengan baik. 
pengelolaannya belum mencapai tujuan penyelenggaraan BUMDes, Aeeropa 
sejauh ini hanya dijadikan pelengkap penyelenggara desa saja dengan perbedaan 
Pada jurnal eva dan aprilia membahas judul Analisis Pengelolaan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes)Aeeropa sedangkan penulis membahas tentang prinsip-
prinsip pengelolaan BUMDes ditengah pandemi covid-19. 
Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian 
dengan pembahasan dan lokasi yang sama dan penelitian ini berfokus pada 
strategi pengembangan BUMDes dengan tujuan untuk menjabarkan dan 





menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan 
BUMDes Pekan Tuah sebagai lokus dari penelitian ini. 
2.7 Defenisi Konsep 
Defenisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
secara abstrak kegiatan, keadaan kolompok individu yang menjadi pusat perhatian 
dalam ilmu sosial. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang 
merupakan batasan pada bagian selanjutnya. Adapun konsep  yang diajukan 
dalam penelitian ini dengan judul “Prinsip-Prinsip pengelolaan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) di masa pandemi covid-19n di desa koto perambahan 
kecamatan kampa kabupaten kampar” dalam penelitian ini adalah : 
1. pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait 
dengan pecapaian tujuan 
2. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
3. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai 
dari gejala ringan sampai berat. 
2.8 Konsep Operasional 
 Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 
kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel terhadap indikator-
indikator yang membentuknya. Konsep operasional yang digunakan dalam 





Tabel 2.2 Variabel/ Indikator Penelitian 
Variabel Sub variabel Indikator 
Prinsip-Prinsip 
pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa 
(BUMDes)  
Kooperatif a. hubungan kerjasama 
pengelola BUMDes 
b. kerjasama dengan 
pihak ketiga 
Partisipatif  a. kontribusi pengelola 
b. dukungan/kontribusi 
masyarakat 
Emansipatif a. Status Sosial 
Transparan a.  penyediaan 
informasi yang jelas 
b.  kemudahan akses 
informasi 
Akuntabel  a. mekanisme 
pertanggungjawaban 
Sustainabel  a. Program 
b. Kelayakan usaha 
Sumber: Buku Kamaroesid (2016:20) 
2.9 Kerangka Pikir 
 Dalam rangka melaksanakan program BUMDes dan juga mendorong serta 
menciptakan kemandirian perekonomian desa, Desa Koto Perambahan Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar membentuk BUMDes Pekan Tuah pada tahun 2016. 
Apabila BUMDes Pekan Tuah ini dikelola dan terus dikembangkan secara 
optimal maka akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi desa. 






























Prinsip-Prinsip Pegelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 
Tengah Pandemi Covid-19 di desa koto perambahan kecamatan kampa 
kabupaten kampar 
Munculnya pandemi covid-19, mengakibatkan 
prinsip-prinsip dalam pengelolaanyang 
dijalankan BUMDes Pekan Tua kurang 
maksimal 
Terciptanya prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes dengan baik dan 
sesuai tujuan serta dapat mempertahankan eksistensi dalam 
pertumbuhan BUMDes. 
1. Bagaimana prinsip-prinsip 
pengelolaan BUMDes di desa koto 
perambahan kecamatan kampa 
kabupaten kampar 
2. Apa saja faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat dalam 
pengelolaan BUMDes di desa koto 
perambahan kecamatan kampa 
kabupaten kampar 
Prinsip pengelolaan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), menurut 













3.1 Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan 
analisis prinsip-prinsip pengeloaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masa 
pandemi covi-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar dengan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian 
berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan 
observasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Pekan Tua 
yang berada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 
Kemudian, tipe penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk menyesuaikan atau 
membandingkan fakta yang ada di lapangan dengan penggunaan teori dan 
mencoba memberikan pemecahan terhadap permasalahannya.  
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
  Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih 
jelas, dan lengkap, serta memungkinkan dan  mudah bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi 
penelitian adalah tepat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi 
penelitian terletak di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten 






3.3 Sumber Data 
 Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong 
dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan 
bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 
tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 
Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata 
dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic. 
 Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 
mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam 
mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang 
merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun 
lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa 
benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka 
dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya. 
Dalam penelitian ini sumber data primer berupa katakata diperoleh dari 
wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai 
hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar .  
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara 
yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara 





benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal 
pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk 
mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai 
berikut:  
1. Metode Observasi 
 Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan 
pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 
Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat 
langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 
digunakan sebagai sumber data penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan data-
data yang mendukung permasalahan. 
2. Metode Wawancara (Interview) 
 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaa dan yang 
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam 
hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang 
pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 
diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. 
 Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus 
mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja 
sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang 
sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur 





disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam 
wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari 
pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan 
umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika 
kegiatan wawancara berlangsung. 
3. Metode Dokumentasi 
 Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 
Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, 
catatan harian dan sebagainya. 
 Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa 
dokumen terkait Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Desa dalam mengembangkan Usaha di Desa Koto Perambahan Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar.  
3.5  Informan Penelitian 
Informan Penelitian merupakan orang-orang yang diminta keterangannya 
mengenai permasalahan yang dibahas didalam suatu penelitian. Informan juga  
merupakan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi 
ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin : 2011 : 111 ). Sehingga  
melalui informan inilah peneliti bisa memperoleh informasi secara langsung serta  
secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang ada.  
Seperti yang di kemukakan oleh  Sugiyono ( 2010:85) bahwa, teknik 





tiimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut di anggap 
paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti 
dalam menelusuri situasi yang diteliti . Infor man dalam penelitian kualitaati  
yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. 
Informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang di dapatkan 
bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian 
ini meliputi: 
Tabel 3.1 Informan Penelitian 
No Subjek Penelitian Jumlah Informan 
1 Kepala Desa/komisaris BUMDes 1 
2 Direktur BUMDes 1 
3 Sekretaris BUMDes 1 
4 Pengawas BUMDes 1 
5 Bendahara BUMDes 1 
6 Masyarakat Desa Koto Perambahan 3 
Sumber : Data Olahan Penelitian  2020 
3.6 Teknik Analisis Data 
 Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu 
mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 
angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokuman, 
dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan 
terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif 





dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah 
selesai di lapangan.  
 Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu 
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
1. Reduksi Data 
 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 
catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan 
membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain 
sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, 
kemudian data tersebut diverifikasi. 
2. Penyajian Data 
 Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan 
tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk 
yang padu dan mudah dipahami. 
3. Penarikan kesimpulan 
 Penarikan Kesimpulan  atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian 
kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik 
dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat 
penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji 





mencari makna, ia harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari kacamata key 




















GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
4.1 Sejarah Desa Koto Perambahan  
 Desa Koto Perambahan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar 
Timur, Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa 
Koto Perambahan dikenal karena keberadaan sebuah mata air berbentuk sumur di 
wilayah tersebut yang konon sumur tersebut tidak pernah kering walaupun musim 
kemarau, dan diyakini sumur tersebut terhubung dengan sungai-sungai kecil 
dibawah tanah yang pada musim hujan dapat dengan cepat meresapkan air hujan 
yang menggenangi wilayah tersebut. Dan konon wilayah tersebut dikeramatkan 
oleh sebagian orang untuk keperluan ritual tertentu misalnya meminta petunjuk 
tentang siapa yang bakal menjadi calon Bupati, Walikota, dan untuk pengobatan 
ataupun nomor undian berhadiah, wilayah tersebut lambat laun menjadi nama 
sebuah Desa yang pada saat sekarang ini bernama Desa Koto Perambahan.  
 Pada masa pemerintahan kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Koto 
Perambahan banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat 
tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang 
nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian 
yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada 
sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena 
para pendatang waktu itu berasal dari Desa maka banyak juga yang membawa 
hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Desa Koto Perambahan ini. 





dilakukan secara langsung yang diikuti oleh dua orang calon kepala Desa di Koto 
Perambahan ini menjabat selama 2 periode masa pemerintahan Desa. 
 Desa Koto Perambahan mulai terbentuk pada tahun 1978, yang sebagian 
besar penduduknya berasal dari sebuah daerah (kampung lama) yang benama 
Pasir Amo. Di samping penduduknya berasal dari kampung lama yang 
dipindahkan ke kampung baru, Desa Koto Perambahan juga didiami oleh 
penduduk desa tetangga. Secara kultur sosial budaya kemasyarakatan, Desa Koto 
Perambahan masih memakai sistem kesukuan. Pada saat ini ada 9 (sembilan) suku 
yang mendiami Desa Koto Perambahan, yang mana 5 (lima) suku diantaranya 
berasal dari kampung lama dan 4 (empat) suku lainya berasal dari Desa Koto 
Perambahan. Suku-suku tersebut adalah: 
1. Domo  
2. Putopang  
3. Putopang Basa  
4. Melayu  
5. Piliang Bukik  
6. Piliang Bawauh  
7. Kampai  
8. Umpun Pisang  
9. Bendang  
Sejak terbentuknya Desa Koto Perambahan ada beberapa kejadian atau peristiwa 







Sejarah Pekembangan Desa 
Tahun  Peristiwa penting  
1978 
 Terbentuknya desa koto perambahan 
 Dijabat oleh bapak NAHAR selama satu tahun pemerintah 
1979 
Pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak RAMLI 
IS 
1990 
Pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh H. MOHD. 
YUSUF sevagai Sekretaris Desa adalah MASRI 
2000 
Pemiliha kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Sudirman 
dengan Sekretaris Desa adalah DASRIL 
2006 
Pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak 
BURHANUDIN sebagi Sekretaris Desa adalah HAMPAMI 
2012 
pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak 
MUHAMMAD YUSUF, ST sebagai sekretaris desa adalah 
BURHANUDIN 
2018 
 pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh bapak 
SAHRUL sebagi sekretaris desa adalah HAMPAMI 
 Peresmian pembukaan BUMDes oleh kepala Desa 
 
 
Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020 
 
4.2 Demografis Desa Koto Perambahan 
 Desa Koto Perambahan terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampar 
Timur Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang berbatasan dengan desa: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Kuapan Kecamatan Tambang 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palung Raya Kecamatan Tambang 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hidup Baru Kecamatan Kampar Kiri 
Tengah 
d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tj. Bungo Kecamatan Kampa 
 Luas wilayah Desa Koto Perambahan 1440 Ha, 15% berupa daratan yang 





perkebunan, dan pemukiman. Iklim Desa Koto Perambahan sebagaimana desa-
desa lain diwilayah Indonesia mempunyai musik kemarau dan penghujan. 
4.3. Jumlah Penduduk  
 Penduduk Desa Koto Perambahan berasal dari wilayah yang sama dan 
berdekatan, yang mana masih memiliki kedekatan secara adat istiadat, sehingga 
tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royang dan kearifan local sudah 
dilakukan oleh masyarakat sejak awal terbentuknya Desa Koto Perambahan. Desa 
Koto Perambahan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.044 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki 2.379 jiwa, perempuan 2.665 jiwa dan 1.138 KK, yang terbagi 
dalam 6 (enam) wilayah Dusun dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Perkembangan Penduduk Desa Koto Perambahan 
Dusun  Jumlah  
Dusun Jawi-Jawi 1055 
Dusun Pd. Tengah  634 
Dusun Pd.Merbau Timur 715 
Dusun Pd.Merbau Barat 784 
Dusun Kp. Panjang 906 
Dusun Perambahan 950 
Jumlah  5.044 
     Sumber: Data Desa Koto Perambahan 2020 
 Bedasarkan data statistik 20120 di Desa Koto Perambahan secara keseluruhan 
penduduk berjumlah 5.044 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk 











Klafikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin desa koto perambahan 




Perempuan  2.665 
 
Jumlah  5.044 
 Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020 
4.4 Pendidikan  
  Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Koto 
Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar bisa dilihat pada table 
berikut: 
Tabel 4.4 
Sarana pendidikan di Desa Koto Perambahan 
No Sarana Pendidikan  Jumlah 
1 
Taman Kanak-Kanak 4 Unit 
2 
SD Negeri dan PDTA 3 SD dan 3 PDTA 
3 
SMP Negeri 1 Unit 
4 
MA Negeri 1 Unit 
Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020 
 Pembangunan sarana tempat Ibadah pada umumnya merupakan hasil swadaya 
masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga 
pemerintah seperti Departemen Agama dan pemerintah Daerah Kabupaten 
Kampar maupun Pemerintah Provinsi Riau. Dan untuk sarana yang lain 







4.5 Kehidupan  Beragama  
 Dalam masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli 100% 
beragama Islam. Masyarakat Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur 
termasuk penganut agama Islam, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap dusun 
mempunyai musholla atau surau yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan 
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan juga dijadikan sebagai tempat 
pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada di 
masyarakat dalam rangka untuk memperbaikan kampung, jumlah sarana ibadah di 
Desa Koto Perambahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.5 
Sarana Ibadah DAN Sarana Lainnya di Desa Koto Perambahan 
 
No Sarana Ibadah Jumlah  
1 Masjid 7 Unit 
2 Mushallah 12 Unit 
Sumber : Data Desa Koto Perambahan 2020  
 Sarana infrastruktur umum yang berada di Desa Koto Perambahan dapat kita 
lihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.6 
Infrastruktur Umum di Desa Koto Perambahan 
 
No       Sarana  Jumlah  
1 Kantor Desa 1 unit  
2 Pos kamling 3 unit 
3 Tempat Pemakaman Umum 3 unit 
4 Sungai  2000 M 
5 Jalan poros /Hot Mix 4000 M 
6 Jalan Aspal Penetrasi 2.500 M 
7 Jalan Tanah 3000 M 






4.6 Pekerjaan dan Sosial Ekonomi  
1) Pekerjaan  
 Kondisi ekonomi masyarakat Desa Koto Perambahan secara kasat mata 
terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang 
dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor usaha 
yang berbeda-beda pula, sebahagian besar di sektor non-formal, seperti petani, 
buruh, pedagang, dan sebagian kecil bekerja disektor formal seperti PNS, 
Honorer, dan guru.  
 Pekerjaan penduduk di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur 
Kabupaten Kampar bisa dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.7 
Pekerjaan Penduduk Desa Koto Perambahan 
No Jenis Pekerjaan Jumlah  
1 Petani  2234 orang 
2 Pedagang 124 orang 
3 PNS 97 orang 
4 Tukang  67 orang 
5 Guru 93 orang 
6 Bidan/perawat 1 orang 
7 TNI/POLRI 1 orang 
8 Pesiunan 30 orang 
9 Sopir/angkutan 35 orang 
10 Buruh 315 orang  
11 Jasa persewaam 5 orang 
12 Swasta 150 orang  
Sumber: Data Desa Koto Perambahan 2020 
2) Sosial Ekonomi  
 Masyarakat Desa Koto Perambahan sebagaimana masyarakat Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar pada umumnya, adalah masyarakat yang menisbahkan 





masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti dapat di lihat dalam sistem 
kekeluargaan atau sistem kekerabatan.  
 Terdapatnya persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan 
Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh Kerajaan Pagaruyung pada 
masa lampau, di mana daerah ini termasuk bagian dari daerah Kerajaan 
Pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembangnya tata nilai adat Minangkabau, 
yang berkembang terus sehingga berdirinya Provinsi Riau. 
 Dalam pergaulan hidup sehari hari, tradisi yang dipraktikkan sesuai 
dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, 
orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat. Dari segi prinsip-
prinsip peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-sisi pandangan 
serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak mengabaikan 
nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut (Desa Koto Perambahan). 
 Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika 
masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern, seperti 
teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan 
hidup sebagian masyarakat di daerah ini. 
4.7 Sejarah Berdirinya BUMDes Pekan Tua 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam 
menggerakkan perekonomian di desa maka pemerintah harus mendirikan 





kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah 
diamanahkan didalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  Pendirian Badan 
Usaha Milik Desa tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan 
dukungan kebijakan daerah ( kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi 
usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Dalam pendirian 
BUMDes terdapat tujuan utama yaitu : 
1. Meningkatkan perekonomian desa 
2. Meningkatkan pendapatan asli desa 
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat 
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi pedesaan 
Tujuan program BUMDes pekan tua mendorong kegiatan perekonomian 
pedesaan, meningkatkan kreatifitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha 
sektor informal. Dalam rangka ikut berperan serta dalam memajukan program 
pemberdayaan desa (PPD), dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah badan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana modal awal dari usaha ini berasal 
dari APBD.   
4.8 Visi dan Misi BUMDes Pekan Tua 
 a. Visi BUMDes Pekan Tua 
  mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa koto perambahan melalui 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan ekonomi sosial. Dengan 





b. Misi BUMDes Pekan Tua 
 Meningkatkan perekonomian desa 
 Meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaa potensi desa  
 Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa 
4.9 strukur dan tugas karyawan BUMDes Pekan Tua 
  BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur 
organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus 
tercakup didalam organisasi yang berbentuk hubungan kerja (instruksi, 
konsultatif dan bertanggung jawab) antara personil atau pengelola BUMDes.  
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Pengurus Bumdes Pekan Tua Desa Koto Perambahan 












Sumber : BUMDes Pekan Tuah 







  Dalam struktur organisasi terdapat tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan 
BUMDes adalah sebagai berikut : 
1. Komisaris 
a. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pembentukan pengurus 
BUMDes 
b. Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi  
c. Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan 
BUMDes 
d. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi 
perkembangan BUMDes 
e. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang 
menyangkut pengelolaan BUMDes 
2. Direktur BUMDes 
a. Menyusun program kerja bersama pengurus lain 
b. Membuat rencana rapat anggaran belanja 
c. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya 
3. Bendahara/ Staf keuangan BUMDes Desa Koto Perambahan Kecamatan 
Kampa tugasnya menghimpun dana yang masuk dan yang keluar serta 
mengelola simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela dari 







4. Sekretaris  
a. Mengatur permintaan administrasi pengurus dana anggota serta administrasi 
kantor 
b. Menyusun menghimpun, mengarsipkan dan menerima surat masuk yang 
telah dideposisikan serta surat lain 
5. Badan Pengawas 
 Agar BUMDes Pekan Tuah dapat berjalan dengan semestinya maka 
selain ada pengurus dan anggota lain perlu juga suatu badan yang diberikan 
wewenang kepada badan pengawas mempunyai tugas masuk untuk melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan laporan tertulis tentang hasil 
pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus. Badan pengawasan dipilih 
dari dan oleh anggota dan bertanggung jawab terhadap rapat anggota, 










6.1 Kesimpulan  
  Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka pada bab ini peneliti 
menarik kesimpulan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan terkait Prinsip-
Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Tengah Pandemi 
Covid-19 di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar belum 
maksimal. Dari 6 indikator prinsip pengelolaan bumdes hanya 3 indikator yang 
berjalan dengan baik . Hal ini dapat dilihat dari: 
Didalam prinsip kooperatif kurangnya kerjasama antara sesama pengelola 
BUMDes, pemerintah desa dan masyarakat desa koto perambahan dan tidak 
adanya partisipatif masyarakat terhadap usaha yang dijalankan BUMDes. Dan 
pada prinsip transparan kurangnya informasi dari pengelola BUMDes ke 
pemerintah masyarakat terkait perkembangan pelaksanaan program BUMDes itu 
sendiri. sehingga terjadi kesalapahaman antara pengelola BUMDes dengan 
masyarakat. Di dalam prinsip sustainabel terlihat masalah yang cukup kontradiktif 
antara salah satu program yang selama ini dijalankan, dengan pekerjaan sebagian 
masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani. 
 adapun faktor pendukung prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES Pekan Tua 
yaitu komitmen pemerintah dan tersedianya potensi Sumber Daya Alam, selain itu 
ada juga faktor penghambat dari prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes Pekan Tua 





6.2 Saran  
  Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas penulis 
menyarankan ada beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan badan usaha 
milik desa (BUMDes) desa Koto perambahan kecamatan kampa kabupaten 
kampar : 
 kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekan Tua agar 
supaya mampu membuat program lainnya selain program usaha simpan pinjam 
dan usaha fotocopy serta penjualan alat tulis kantor dengan memaksimalkan 
potensi-potensi di desa yang tersedia sekarang ini seperti dibidang pertanian 
dan juga pengelola BUMDes kiranya dapat memberikan kesadaran terhadap 
masyarakat desa agar dengan dana yang diberikan melalui BUMDes ini bisa 
dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa lebih aktif lagi dalam 
melakukan pengembalian pokok dan bunga pinjam demi menjaga 
kelangsungan badan usaha. 
 Dan yang perlu ditingkatkan lagi adalah sumber daya manusia untuk 
mengelola potensi-potensi yang akan dikembangkan oleh BUMDes dan 
kiranya pemerintah desa setempat bisa merekrut anggota pengurus lainnya 
yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha-usaha 
yang telah direncanakan.  
 Pengawasan adalah tahap yang sangat penting dalam menjamin 
kelangsungan BUMDes, maka dari itu perlu ditingkatkan lagi peran dari 
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Lampiran I  
Instrumen Wawancara 
 Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-
pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya 
memperoleh informasi dan data obyektif, peneliti melakukan wawancara dengan 
beberapa informan di BUMDes Pekan Tua Desa Koto Perambahan. Adapun 
pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut: 
1. apakah semua pengelola BUMDes sudah bekerjasama dengan baik ? 
2. bagaimana kerjasama BUMDes dengan pihak ketiga, apakah sudah terlaksana? 
3. Bagaimana partisipasi pengelola terhadap BUMDes di tengah pandemi Covid-
19 ? 
4. apakah partisipasi masyarakat penting bagi BUMDes? 
5. Apakah masyarakat berpartisipasi terhadap BUMDes? 
6. bagaimana prinsip emansipatif yang dijalankan pengelola BUMDes  ? 
7. apakah pihak pengelola BUMDes sudah menerapkan prinsip transparan? 
8. Bgaimana pendapat warga terhadap pelaksanaan prinsip trasnparan? 
9. bagaimana pertanggung jawaban pengelola terhadap laporan BUMDes? 
10. usaha apa saja yang dijalankan BUMDes Pekan Tua? 
11. bagaimana penjualan BUMDes selama pandemi covid-19? 
12. seperti apa keadaan BUMDes selama pandemi Covid-19? 
13. Melihat potensi desa, usaha apa yang seharusnya dijalankan? 
14. Apa saja faktor pendukung pengelolaan BUMDes ? 


















































RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
Nama lengkap penulis yaitu Nur Fadla, lahir di Kp. 
Panjang di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar Prov. Riau. Pada tanggal 9 juni 
1999. Anak ke tujuh dari delapan bersaudara, dari 
pasangan ayahanda Bustami dan ibunda Subarni. 
Pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah SD 
Negeri 015 Koto Perambahan, kemudian penulis 
melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren 
Ansharullah Pulau Birandang. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 
1 Kampar Timur. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikannya pada 
tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur 
SNMPTN di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Jurusan Ilu Administrasi 
Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapatkn pengetahuan 
serta pengelaman yang berharga. 
 Pada bulan januari-februari 2020 penulis mengikuti program Praktek Kerja 
Lapangan di Kantor Bupati Kampar. Selain itu pada bulan juli-agustus penuis 
mengikuti prohram Kuliah Kerja Nyata di daerah asal masing-masing, penulis 
melkaukan penelitian pada bulan september 2020 di BUMDes Pekan Tua desa 
Koto Perambahan. Kemudian pada tanggal 17 juni 2021 penulis di ujikan sebagai 
salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul 
skripsi “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 
Tengah Pandeimi Covid-19 di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar”.  
  
 
 
